
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang 
Berkinerja Tinggi 

Indek Reformasi Birokrasi 

1. Opini BPK 
2. Nilai Sakip 
3. Nilai LPPD 

4. Level Maturitas SPIP 

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan 
Berkinerja 

1. Opini BPK (2021="WTP", 2026="WTP") 
2.  Indeks Kemandirian Fiskal 

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Daerah 

1. Nilai RB BPKPAD 
2. Nilai SAKIP BPKPAD 

 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD 

1. Persentase kesesuaian Program 
pada proses penganggaran  dengan 

perencanaan 
 

2.  Penyampaian  dokumen 
penganggaran yang selesai tepat 

waktu 
 

 

Meningkatnya kualitas perencanaan 
dengan penganggaran daerah 

1.  Jumlah Penatausahaan 
belanja perangkat daerah 

sesuai dengan Aturan  
 

2. Jumlah Transakasi 
Belanja Berbasis IT 

     
3. Rekonsiliasi Bank yang 

dilakukan setiap hari 

Meningkatnya kualitas 
Penatausahaan belanja 

daerah 

1. Persentase Laporan 
Keuangan Perangkat 
Daerah sesuai Kriteria 

 
2.  Penyampaian  laporan 

Keuangan Pemerintah 
Daerah tepat waktu 

 

Meningkatnya kualitas 
pelaporan dan 

Pertanggungjawaban 
keuangan pemerintah 

daerah 

1.  Persentase 
Pengelolaan BMD 

Perangkat Daerah yang 
baik 

 
 

Meningkatnya 
Pengelolaan BMD yang 

baik 

1.  Persentase 
Perkembangan PD yang 

menerapkan 
Elektronifikasi Transaksi 

Pemerintah Daerah 
 

2. Persentase Kesesuaian 
Target dengan Realisasi 

Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah 

 
3. Kesesuaian regulasi 

pengelolaan Pendapatan 
Daerah yang disusun 

sesuai dengan peraturan 
yang berlaku 

 
4. Persentase Penerapan 

Inovasi pengelolaan 
pendapatan daerah 

Meningkatnya kualitas 
manajemen pengelolaan 

Pendapatan daerah  

1 Persentase Data 
Wajib Pajak Daerah 

yang Telah 
Dimutakhirkan 

 
2. Jumlah SDM yang 

memiliki kompetensi  di 
bidang Perpajakan 

 
3.  Indeks Kepuasan 

Masyarakat  

Meningkatnya Pajak 
Daerah 

1. Kelengkapan dan 
Ketepatan waktu 

pelaporan dokumen 
Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 
PD 
 

2. Kelengkapan dan 
Ketepatan waktu 

pelaporan dokumen 
keuangan perangkat 

daerah 

Meningkatnya kualitas 
dokumen perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 
BPKPAD 

POHON KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

 

 
1. Jumlah 

pengaduan/saran yang 
ditindaklanjuti 

 

Meningkatnya Kualitas 
Layanan Internal  

Jumlah Inovasi (1) 

Meningkatnya Inovasi BPKPAD 

IK1    Jumlah orang yang mengikuti 
pembinaan Perencanaan & 

penganggaran 

S1.1  Peningkatan Kualitas SDM 
Perencanaan dan Penganggaran 

IK 1    Jumlah orang yang 
mengikuti pembinaan 

penatausahaan 

S2.1.  Peningkatan 
Kualitas SDM 

penatausahaan 

IK 1   Jumlah orang yang 
mengikuti Pembinaan 

Keuangan 

S3.1.  Peningkatan 
Kualitas SDM Penyusun 
Laporan keuangan OPD 

IK1  Persentase RKBMD 
Perangkat daerah yang 
sesuai dengan Renja PD 

 
IK 2: Jumlah Regulasi 

tentang  pedoman 
pengelolaan BMD 

S.4.1. Meningkatkan 
Kualitas Perencanaan 
Barang Milik Daerah 

IK 1  Jumlah laporan 
Perkembangan PD yang 

menerapkan  Elektronifikasi 
Transaksi Pemerintah Daerah 

 

S.5.1.  Meningkatnya Sistem 
pengelolaan pendapatan 
daerah yang terintergrasi 

IK 1 Persentase Data Wajib 
Pajak dan Objek Pajak 

Daerah yang Telah 
Dimutakhirkan 

 

S.6.1.  Meningkatnya Kualitas 
Data Pajak Daerah  

IK 1   Jumlah Pelayanan 
Administrasi Umum 

Kepegawaian sesuai standar 
 

IK2 Persentase Kondisi Sarana 
dan Prasarana Kantor Dalam 

Kondisi Baik 
 

 IK3 Persentase Pemenuhan 
ASN sesuai Anjab dan Analisa 

beban Kerja 

S.7.1. Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian dan Sarana 
Prasarana  

IK Jumlah dokumen 
perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi yang selesai 

tepat waktu  
 

S.8.1. Meningkatnya kualitas 
penyusunan dokumen 

perencanaan dan pelaporan  

1. Nilai Kematangan Inovasi PD 
 

Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah 



 IK 1  Jumlah Dokumen Anggaran 
perangkat daerah yang di Verifikasi  

 
IK 2  Jumlah Dokumen Anggaran 

yang tersusun tepat waktu    

S1.2. Optimalisasi Verifikasi 
penyusunan Anggaran 

IK1   Jumlah laporan 
dana transfer yang 
disampaikan sesuai 

dengan PMK 
 

IK2     Persentase 
kesesuaian data 
penerimaan dan 

Pengeluaran daerah 
dengan Rekening Kasda 

 
IK3  Jumlah SP2D yang 
diterbitkan tepat waktu 

 
IK4 Jumlah Laporan Hasil 
Analisis Perencanaan dan 
pengelolaan dana (bagi 

hasil kab/kota, Dana 
Darurat dan Mendesak, 

Bantuan Keuangan) 

S2.2.  Peningkatan 
Pengelolaan kas daerah 

sesuai aturan 

 IK1  Jumlah perangkat 
daerah tertib administrasi 
yang berbasis IT 

S2.3. Cakupan 
implementasi  

pengelolaan keuangan  
Perangkat Daerah 

berbasis IT 

IK1     jumlah Dokumen 
Laporan 

Pertanggungjawaban 
Keuangan 

S3.2.  Tersusunnya 
Laporan 

Pertanggungjawaban 
Keuangan 

IK1   Penyampaian LKPD 
ke BPK sebelum 31 Maret 

 
IK2 Jumlah Regulasi 
tentang pedoman 

pengelolaan Keuangan 
 

IK3 Jumlah OPD yang 
melaksanakan rekonsiliasi 

keuangan bulanan 

S.3.3.  Optimalisasi 
monitoring dan evaluasi 

terhadap ketepatan 
penyampaian laporan 

keuangan 

IK 1  Persentase temuan 
BPK yang dapat 
ditindaklanjuti 

S.3.4. Optimalisasi Tindak 
Lanjut temuan BPK  

IK1   Jumlah Laporan 
Pendampingan OPD 

untuk sertifikasi tanah 
pemda 

 
IK2   Persentase 

Kendaraan Dinas milik 
pemerintah Kabupaten 

Pesisir Selatan yang 
memiliki BPKB 

 
IK3 Jumlah Dokumen  

Hasil  Optimalisasi 
Penggunaan, 
Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, 

S.4.2. Optimalisasi 
Pengamanan Barang Milik 

Daerah  

IK 1 Jumlah   Laporan   
Barang   Milik   Daerah   

yang Disusun 
 

IK 2 Jumlah Perangkat 
Daerah yang  mengelola 

Barang milik daerah 
secara tertib 

 
IK 3   Persentase 

Perangkat Daerah yang 
melaporkan inventarisasi 

BMD pemerintah 
Kabupaten Pesisir Selatan 

 
IK 4 Jumlah Laporan Hasil 

Rekonsiliasi dalam rangka 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah 

S.4.3.  Meningkatnya 
Kualitas Penatausahaan 
dan Pengendalian BMD 

IK 1 Jumlah SDM yang 
telah mengikuti 

pembinaan 
penatausahaan BMD yang 

terlatih 

S.4.4. Meningkatnya SDM 
Pengelola Aset yang 

Handal 

IK 1 Jumlah   Dokumen    
Pengendalian dan 

Pengawasan Pajak Daerah 
 

IK 2 Jumlah     Laporan     
Hasil     pelaksanaan 

pengawasan pajak daerah 
dan retribusi daerah 

S.5.2. Meningkatnya 
koordinasi dengan PD 

penghasil  
 

IK1 Jumlah  Dokumen  
Rencana  Pengelolaan  

Pendapatan Asli Daerah 
 

IK2  Jumlah Sarana dan 
prasarana pengelolaan pajak 

daerah 
 

IK3 Jumlah Regulasi yang 
dikeluarkan 

S.5.3. Meningkatkan Kualitas  
Perencanaan Pendapatan Asli 

Daerah 

IK 1     Persentase piutang 
pajak daerah yang dapat 

ditagih 
 

IK2 Peningkatan Persentase 
masyarakat sadar pajak 

 
IK 3 Terdistribusikannya 

dokumen Ketetapan Pajak 
tepat waktu 

S.6.2.  Meningkatnya Jumlah 
Piutang yang Tertagih 

IK 1    Indeks Kepuasan 
Masyarakat  

 

S.6.3. Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan dan Konsultasi 

Pajak Daerah 

IK Persentase Capaian 
Realisasi Keuangan Program 

dan Kegiatan  

S.8.2. Meningkatnya Kualitas 
Pelaporan Keuangan  

 IK 1  Jumlah Dokumen Kebijakan 
Anggaran 

S1.3. Meningkatkan arah kebijakan 
Penyusunan Anggaran  


